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ABSTRAK

Yusron, 201410115233, Implikasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 130/PUU-XI11/2015 Terhadap Proses Penyidikan, Program llmu
Hukum Fakultas Hukum. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. 2018. 90
halaman.

Proses Penyelidikan dan penyidikan pada umumnya tidak memiliki jangka waktu,
meskipun pada tahap Penyidikan, terdapat batas waktu mengenai masa penahanan
terhadap seorang tersangka. Pasca berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 130/PUU-XI111/2015, diketahui, terdapat perubahan dalam pelaksanaan
penyidikan, dimana sebelumnya pihak Kepolisian hanya perlu menyampaikan
SPDP kepada pihak Penuntut Umum, namun setelah adanya Putusan Mahkamah
Konstitusi tersebut, Kepolisian diwajibkan untuk menyerahkan SPDP bukan
hanya kepada Penuntut Umum, namun juga kepada pelapor dan terlapor. Pada
penelitian ini yang hendak dibahas adalah mengenai implikasi pelaksanaan
penyidikan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XI111/2015 dan
faktor-faktor yang menghambat upaya penyidikan pasca berlakunya Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-X111/2015.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-
normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian
kepustakaan terhadap data sekunder.

Kesimpulan pada penelitian ini adalah Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi
(MK) nomor 130/PUU-XII1/2015 tentunya telah mengubah sebagian tahapan
dalam proses prapenuntutan dan penyidikan dibidang hukum acara pidana, disatu
sisi, Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 130/PUU-XI11/2015 berdampak
terhadap Penyidik maupun pelapor sebagai korban, yaitu gugurnya penyidikan
dan penuntutan terhadap suatu tindak pidana dalam bentuk SP3 maupun melalui
gugatan praperadilan yang dikabulkan, apabila Penyidik tidak menyampaikan
Surat Perintah Penyidikan kepada Penuntut Umum, pelapor, dan terlapor dalam
jangka waktu tujuh hari.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Penyidikan dan SPDP
Pembimbing :

Rachmat Kurniawan Siregar, SH., MH.
Putra Perdana Ahmad S., SH., MH.
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ABSTRACT

Yusron, 201410115233, Post-Decision Implication of Constitutional Court
Number 130 / PUU-XIII / 2015 Against Investigation Process, Legal Studies
Program. Faculty Of Law. Bhayangkara Jakarta Raya University. 2018. 90
pages.

The Investigation process generally has no time period, although at the
Investigation stage there is a time limit on the duration of a suspect's detention.
After the enactment of Constitutional Court Decision Number 130 / PUU-XIII /
2015, it is known that there is a change in the investigation, where previously the
Police only need to submit SPDP to the Public Prosecutor, but after the
Constitutional Court's decision, the Police is obliged to submit SPDP not only to
the Prosecutor, but also to the complainant and reported. This research is to be
discussed about the implications of the implementation of the investigation after
the Decision of the Constitutional Court Number 130 / PUU-XIII / 2015 and the
factors that prevented the investigation after the enactment of Constitutional
Court Decision Number 130 / PUU-XIII / 2015.

In this study the method used is the method of juridical-normative research. The
normative juridical research method is a library research on secondary data.

The conclusion of this research is the implication of Constitutional Court
Decision Number 130 / PUU-XIII / 2015 must have changed some of the stages in
the process of pre-prosecution and investigation in criminal procedure field, to
the Investigator as well as the reporter as the victim, ie the death of investigation
and prosecution of a criminal offense in the form of SP3 or through a pre-trial
lawsuit which is granted, if the Investigator fails to deliver the Investigation
Order to the prosecutor, the complainant and the reporter within seven days.

Keywords: Decisions of the Constitutional Court, Investigation and SPDP
Menthor :

Rachmat Kurniawan Siregar, SH., MH.
Putra Perdana Ahmad S., SH., MH.
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MOTO

NOBODY’S PERFECT...BUT HUMANS CAN TRY TO BE MORE BETTER...

PERSEMBAHAN

ALLAH SWT
ORANG TUA TERCINTA
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: Kepala Polisi Negara Republik Indonesia

: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

: Mahkamah Konstitusi

: Peraturan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia
: Pengadilan Negeri

: Penyidik Pegawai Negeri Sipil

: Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibu Kota

: Pengujian Undang-Undang

: Republik Indonesia

: Republik Indonesia Serikat

: Semarang

: Surat Perintah Penghentian Penyidikan

: Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

: Undang-Undang Dasar Tahun 1945

: Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950

: Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Implikasi Pasca..., Yusron, Fakultas Hukum 2018



	2. 201410115233_LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
	3. 201410115233_LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
	4. 201410115233_LEMBAR PENGESAHAN
	5. 201410115233_LEMBAR PERNYATAAN
	6. 201410115233_PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
	7. 201410115233_ABSTRAK
	8. 201410115233_KATA PENGANTAR
	9. 201410115233_DAFTAR ISI
	10. 201410115233_MOTTO
	11. 201410115233_DAFTAR SINGKATAN



